RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEMEN/LEMB : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT ORG : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
SATUAN KERJA : (484124) BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
PROPINSI
LOKASI
Halaman: 1
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2024
KODE KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR VOLUME
KINERJA AKTIVITAS/KRO SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH
1) 2 3 4 5) (6)
010.04.CM g;c;gram Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan 307,168,000 307,168,000
Sasaran Program :
Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi,
01 | pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan
pelayanan Damkar sesuai standar
Indikator Kinerja Program :
01.01 | Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana
01.02 Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan
’ trantibum
01.03 Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan
: masyarakat
01.04 Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan
’ kebakaran
Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan,
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang
04 |terintegrasi dan terpadu, kinerja Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat, serta pengelolaan kawasan dan
perbatasan negara
Indikator Kinerja Program :
o Jumlah provinsi dengan indeks kinerja gubernur sebagai wakil
4.01 ; g
pemerintah pusat kategori Baik
04.02 Persentase daerah yg segmen batasnya dan pembakuan
) rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial.
04.03 Jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan pelayanan
) perkotaan kategori Baik
o Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang
4.04 ; -
terintegrasi dan terpadu
Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori
04.05 | i
Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah
1237 serta Kerja sama Daerah 307,168,000 307,168,000
Indikator Kinerja Kegiatan :
01 | Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaaan tugas laporan
02 | Jumlah Tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh
03 | Jumlah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan
04 | Jumlah daerah yang menginisasi kesepakatan kerja sama
05 | Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam
06 | Pengintegrasian perjanjian kerja sama ke dalam dokumen
07 | Jumlah Daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik
08 | Jumlah daerah yang kecamatannya dilakukan penguatan
- ) ) ) 3.00
1237.PBL E:t;/:];lljzrémdang Tata Kelola Pemerintahan [Base Line] 12.00 Rekomendasi 307,168,000 307,168,000
Kebijakan, Kajian
Indikator KRO
o1 Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik
001 Pelaks_anakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil 3‘00. 307,168,000 307,168,000
pemerintah pusat dengan kinerja baik Rekomendasi
Kebijakan
Indikator RO
Jumlah dokumen terkait kajian yang memuat terkait struktur
organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi, serta proses bisnis
01 | pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Perangkat GWPP
di Provinsi sesuai dengan Permendagri 12/2021 yang dibuktikan
dengan adanya

BANDAR LAMPUNG, 28 Agustus 2024

ELVIRA UMIHANNI
197305241997032002 197305241997032002
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asaran Program :

Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi,
pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan
Masyarakat, dan pelayanan Damkar sesuai standar

Indikator Kinerja Program :

Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan
bencana

Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan
trantibum

Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan
masyarakat

Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan
kebakaran

Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan,
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan yang terintegrasi dan terpadu, kinerja
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta

obaani KavyaTarndaamperbatasan negara

Jumlah provinsi dengan indeks kinerja gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat kategori Baik

Persentase daerah yg segmen batasnya dan pembakuan
rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial.
Jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan
pelayanan perkotaan kategori Baik

Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang
terintegrasi dan terpadu

Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja
kategori Baik

Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan

(Fungsi/Sub Fungsi: 01.06)

1237.PBL
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Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan [Base Line]

Lokasi :

Pelaksanakan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat Dengan Kinerja Baik

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat di Provinsi
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RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEMEN/LEMB : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT ORG : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
PROGRAM : (010.04.CM) Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa
SATUAN KERJA 1 (484124) BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
PROPINSI
LOKASI
Halaman : 2
KOMPONEN vorome! | ancka pasar | NOIATIE JUMLAH cP 2’;’
@ &) 3 “4 5 6 (7 | ®)
TOTAL 2024 2023
o 307.168.000 BANDAR LAMPUNG, 28 Agustus 2024
PLN 0
RMP 0
PNP 0
BLU 0
HIBAH 0
PON 0 ELVIRA UMIHANNI
SBSN 0 197305241997032002 197305241997032002
307,168,000




